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Jakarta, 8 Oktobzar 2022

270/5645/8J3 Yth. Bupati/Wali Kota
Penting Pelaksana Pilkades Serentak dan
PAW Tahun 2021 Y

Tindak Lanjut Peizksanaan Pilkades _

Serentak dan Pemiihan Antar Waktu di- )
(PAW) Pada Masz Pandemi Covid-19 Seluruh indonesia
Pasca P=nundaar.

Menindaklan uti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/3J zanggal 9
Agustus 2021 hal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar
Waktu (FAW) pada Masa Pandemi Covid-19, bersama ini disampaikan beberapa Fal
sebagai berikut:

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahur 1945 gada
alinez ke 4 {empat) menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia melindurgi
segenap Bancsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang ar~inya
penyerenggara negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah wajib mslindungi
dan menjaga keselamatan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 31 ayat (2) mengatur
bahwa “Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menetapkan kektijizkan '
pelaksanaan perrilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada
ayat /1) dencan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”, yang artinya pslaksanaan
Pilkaces Seremak menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kcta.

3. Peraturan Merier' Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilinan Kepala
Desa pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa hari dan tanggal pemungutar sia-a
ditetapkan olen Bupati/Wali Kota.

4. Peraturan Menier: Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Feraturan Menieri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Femiihan
Kepale Desa pasal 44 huruf f menyebutkan bahwa Bupati/Wali Kota selaku Kestua
Satuan Tugas F=nanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-1¢) Kabupaten/Ko:a
berdasarkan rexomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten/kota dasat menunda
pelaksanaan permrilihan kepala desa jika situasi penanganan protokol kesehztan,
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ticak capat
dikendalikan.

5. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara/i untuk:

a. Melakukan perundaan pelaksanaan Pilkades Serentak maupun Pemilihan Antar
Waktu (PAYY) terhadap Kabupaten/Kota dengan kriteria leve. 4 =zaca
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan desa yang berada zaca
zora merak.

b. Mempersiapkan pslaksanaan Pilkades Serentak maupun Pemiihan Antar Waktu
(PAW) yang akan dilaksanakan setelah tanggal 9 Oktobsr 2021 cengan
menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Merteri
Dalam Negsr Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Meriteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepalz Desa.



c. Melakukar oembatasan jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Sua-a (TPS)
paling banyak 500 (lima ratus) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pengaturan
jadwal kedarangan pemilih sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 14°/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 tentang Jumlah Pemiiih di
Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Era Fandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

d. Memperkua: koordinasi dengan FORKOFIMDA khususnya dalam me~ aga
kondusifitas can stabilitas keamanan di wilayah Saudarali.

e. Dalam hal kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covic-19) di wiiayah
Saudaral/i terkendali, diminta untuk tidak lengah dan tetap konsisten _Atuk
melaksanakan beberapa langkah, diantaranya:

1) Melakukzn sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakar dergan
meneragkan protokol kesehatan 5M yakni memakai masker, mencuzi 1angan,
menjaga @arak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

2) Mendorcng percepatan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-*9) bagi
masyarakzat di wilayah Saudara/i khususnya pada desa-desa yang skan
melaksa~akan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) dengan
harapan mampu mewujudkan terciptanya herd immunity secara nasional guna
mencegan penyebaran klaster baru Corona Virus Disease 201$ (CTovid-19)
calam peizksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waxtu (FAW’.

3) Mendorcng Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantzuan kcnd:si
penyebaran Corona Virus Disease 2019 {Covid-19) di masing-masinc desa
melalui cengoptimalisasian fungsi Posko PPKM Mikro.

f. Melaporkan kesiapan pelaksanaan Pilkades Serentak maupun Pemilihan Antar
Waktu (PAW) kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa paling lambat 14 (empa: belas) hari sebelum pelaksamaan
hari pemungutan suara.

6. Dalam hal situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengenczlian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tidak dzpat dikendalikan, diminta Saudarali
untuk menunca pelaksanaan Pilkades Serentax maupun Pemilhan Antar ‘“aktu
(PAW).

Demikian .ntuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

M#nteri Dalam Negeri,
A
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Tembusan :

1. Menteri Kcordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

2. Menteri Kcordinator Bidang P»litik, Hukum dan Keamanan;

3. Menteri Kcordinator Bidang Fembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Sekretaris Negara;

5. Menteri Desa, Pemktangunzn Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. Menteri Kesehatan;

7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

8. Kepala Kepclisian Fepublik indonesia;

9. Jaksa Agung Republik Indonesia;

10. Sekretaris Kabinet;

11. Kepala Staf Kepresidenan;

12. Kepala Baden Nasicnal Penanggulangan Bencana; dan

. Gubernur Pembina elaksana Pilkades Serentak.



